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KAB. CIAMIS 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
 
 

 
 

TAHUN  :  2011                      NOMOR  :  22                               SERI  :  E 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 
 

NOMOR 22 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN HUTAN HAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CIAMIS, 

 
Menimbang : a. bahwa keberadaan sumberdaya hutan di Kabupaten 

Ciamis, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang 
Maha Esa, harus mampu memberikan manfaat 
lestari bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan 
masyarakat  apabila dikelola secara optimal sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

 

                     b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan 
daerah di bidang kehutanan menyangkut 
pengelolaan hutan hak di daerah diperlukan 
pengaturan; 
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 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan  Hutan Hak. 

 

 Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 2851); 

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3234); 

 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412); 

 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 
tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3596); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 
tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 
tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4452); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4453); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan  Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008  tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4814); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan 
Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097); 


